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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Tahun Pembinaan Wajib

Pajak (TPWP), khususnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil
penelitian, program TPWP memberikan dampak yang cukup baik terhadap penerimaan pajak
di KPP Pratama Malang Utara. Selain itu, program tersebut juga berdampak pada tingkat
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Problematika dan
kendala selama program TPWP berlangsung adalah: a) Wajib Pajak merasa kurang
diadakannya sosialisasi; b) Terbatasnya sumber daya manusia yang memproses permohonan
yang diajukan oleh Wajib Pajak selama TPWP. Pelaksanaan program TPWP di KPP Pratama
Malang Utara telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Antusiasme Wajib Pajak untuk memanfaatkan kebijakan di dalam program tersebut cukup

tinggi.

Kata Kunci: Implementasi, Pengetahuan, Penelitian Kualitatif Penerimaan, Program Tahun

Pembinaan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan merupakan penyumbang
terbesar bagi penerimaan negara hingga saat
ini. Besarnya penerimaan negara dari sektor
perpajakan merupakan hal yang dapat
diandalkan, khususnya jika sumber-sumber
penerimaan negara lainnya yang bersumber
dari alam mengalami penurunan (Ratung dan
Adi, 2013). Indonesia merupakan salah satu

negara berkembang yang salah satu sumber
penerimaannya berasal dari pajak. Dari
penerimaan pajak tersebut, nantinya akan
digunakan untuk pembangunan negara yang
bertujuan untuk kemakmuran masyarakat.
Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah melaui
Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan
kebijakan-kebijakan sebagai upaya untuk
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meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
itu sendiri adalah Sunset Policy. Kebijakan
tersebut bertujuan untuk mengurangkan atau
menghapus sanksi administrasi sesuai dengan
Ketentuan Undang-Undang Perpajakan, baik
karena kesalahan maupun bukan karena
kesalahan dari Wajib Pajak (Pasal 36 Ayat 1
huruf a UU KUP). Sunset Policy merupakan
sebuah fasilitas yang diberikan oleh
pemerintah agar Wajib Pajak bersedia untuk
memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pada
tahun 2008 kebijakan Sunset Policy ini telah
diterbitkan. Dan pada tahun 2015, kebijakan
ini kembali diterbitkan. Namun Kkali ini lebih
dikenal sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak
(TPWP) 2015. Kebijakan Sunset Policy dan
TPWP 2015 mempunyai sedikit perbedaan.
TPWP 2015 merupakan program yang
diberikan oleh DJP dalam bentuk pembinaan
kepada Wajib Pajak (WP) yang belum
sepenuhnya memahami mengenai peraturan
perpajakan. Kebijakan program TPWP 2015
dikeluarkan dengan harapan agar kedepannya
masyarakat dapat lebih memahami dan peduli
dengan kewajiban perpajakan mereka. Karena
selama ini, seperti yang Kita ketahui tingkat
kepatuhan WP di dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya masih tergolong sangat rendah.
Bambang Brodjonegoro (2015)
mengungkapkan bahwa salah satu faktor
penyebab rendahnya tingkat kepatuhan dari
WP  dalam  melaksanakan  kewajiban
perpajakan mereka adalah karena tingkat
pemahaman masyarakat terkait dengan
ketentuan perpajakan masih sangat rendah.
Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian lebih
lanjut  dengan  judul  “Implementasi
Pelaksanaan Kebijakan Tahun Pembinaan
Wajib Pajak (TPWP) 2015”.

TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Pajak Secara Umum

Berdasarkan  pada  Undang-Undang
Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28
Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan

kontribusi wajib kepada negara oleh Orang
Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
berdasarkan pada Undang-Undang, dengan
tidak mendapat imbalan dan digunakan untuk
keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
Menurut Resmi (2013:3), terdapat dua fungsi
dari pajak yang terkait dengan pembangunan
negara, yaitu: 1) Regulerend atau fungsi
mengatur. Fungsi pajak yang mengatur ini
merupakan peranan dari pajak sebagai suatu
alat yang digunakan untuk mengukur ataupun
melaksanakan kebijakan pemerintah yang
terdapat di dalam beberapa bidang. 2)
Budgedtair atau fungsi anggaran
(penerimaan). Fungsi pajak yang selanjutnya
adalah fungsi anggaran atau penerimaan.
Dimana di dalam fungsi ini, pajak adalah
sumber yang digunakan oleh pemerintah di
dalam membiayai keperluan-keperluan negara,
seperti misalnya pembangunan negara.

Fasilitas Perpajakan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), fasilitas dapat diartikan sebagai
sarana yang berfungsi untuk memberikan
suatu  kemudahan.  Sehingga  Fasilitas
Perpajakan merupakan perlakuan khusus atau
kemudahan yang diberikan oleh pemerintah,
dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, kepada
Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannya dengan adanya kriteria tertentu.
Terdapat beberapa fasilitas-fasilitas dalam
bidang perpajakan yang diberikan di dalam
sistem perpajakan di Indonesia, tentunya hal
tersebut dengan tujuan dan fungsi yang
berbeda-beda

Sunset Policy

Sunset Policy merupakan suatu kebijakan
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak
berupa pemberian fasilitas kepada Wajib Pajak
dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi
perpajakan seperti yang telah diatur di dalam
Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan
(KUP) Pasal 37 A. Kebijakan Sunset Policy ini
hanya berlaku dalam jangka waktu yang
terbatas



Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015
merupakan program yang dikeluarkan oleh
pemerintah, khususnya DJP, dengan tujuan
untuk melakukan pembinaan kepada WP agar
dapat lebih patuh dan sadar akan kewajiban
perpajakannya. TPWP 2015 memberikan
kesempatan kepada WP untuk mengakui
kesalahan dan melakukan pembetulan atas
kesalahan tersebut. Dan terkait dengan sanksi
administrasi dari kesalahan tersebut, WP dapat
melakukan pembetulan, mengajukan
permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi  administrasi.  Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015
merupakan  ketentuan  yang  mengatur
kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak
2015. PMK ini diterbitkan dengan alasan
untuk mendorong para WP agar bersedia untuk
melapor, membayar serta menyetorkan pajak
mereka sesuai dengan kewajibannya, dan juga
melakukan ~ pembetulan ~ SPT.  Tahun
Pembinaan Wajib Pajak merupakan suatu
kebijakan yang diberikan oleh Direktort
Jendral Pajak dengan latar  belakang
pembinaan yang diberikan kepada Wajib Pajak
yang disebabkan oleh tingginya target
penerimaan pajak dari tahun sebelumnya.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk di dalam penelitian
kualitatif. Metode penelitian yang digunakan
di dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif ~ kualitatif. ~ Penelitian  metode
deskriptif adalah penelitian yang dilakukan
dengan suatu tujuan untuk memberikan
deskripsi mengenai suatu keadaan dengan cara
objektif serta menjelaskan suatu fenomena
individual atau kelompok tertentu dengan
akurat (Aditya,2009).

Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam penelitian, ruang lingkup
berfungsi  sebagai  pembatas  sehingga
pembahasan tidak meluas. Batasan yang
digunakan di dalam penelitian ini, yaitu 1)
Subjek Penelitian. Subjek yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Malang Utara. 2) Objek
Penelitian. Objek yang digunakan adalah
laporan hasil pelaksanaan program TPWP
2015. Dimana laporan hasil pelaksanaan
tersebut meliputi laporan penerimaan pajak
selama program TPWP 2015, laporan jumlah
permohonan yang diajukan oleh WP selama
program TPWP 2015, laporan jumlah
pemanfaatan selama program TPWP 2015.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam
penelitian ini adalah 1) Data kuantitatif, yaitu
data yang Dberupa angka-angka yang
diperlukan di dalam pengujian peneilitian.
Data kuantitatif dalam penelitian ini
merupakan laporan hasil penerimaan, laporan
hasil pemanfaatan dan laporan hasil
permohonan selama program TPWP. 2) Data
kualitatif, yaitu data deskriptif dalam bentuk
tulisan dan bersifat non angka yang didapatkan
dari hasil wawancara.

Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam
penelitian ini adalah 1) Data primer,
merupakan data yang diperoleh peneliti secara
langsung, dengan cara melakukan wawancara
dengan beberapa aparatur pajak serta beberapa
WP terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. 2)
Data sekunder, merupakan data yang diperoleh
secara tidak langsung serta menjadi data
pendukung dalam suatu penelitian. Data
sekunder yang digunakan adalah data berupa
laporan jumlah permohonan yang diajukan,
laporan jumlah pemanfaatan dan laporan hasil
penerimaan pajak selama  pelaksanaan
kebijakan TPWP 2015 berlangsung. Dimana
data tersebut diperoleh oleh peneliti dari
subjek penelitian ini secara langsung, yaitu
KPP Pratama Malang Utara.

Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh melalui
proses pengumpulan, selanjutnya akan diolah
guna memperoleh informasi yang terkandung
di dalamnya. Proses pengolahan data ini



berfungsi untuk mempermudah proses analisis
data yang nantinya dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian
ini menggunakan  metode  wawancara.
Kegiatan dalam analisis data di penelitian ini
yaitu reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Program TPWP 2015 di KPP
Pratama Malang Utara

KPP Pratama Malang Utara di dalam
melaksanakan program TPWP telah sesuali
dengan PMK Nomor 91/PMK.03/2015, PMK
Nomor 29/PMK.03/2015 dan PMK Nomor
197/PMK.03/2015. KPP Pratama Malang
Utara telah melakukan pembinaan terhadap
WP melalui tindakan sosialisasi. Pelaksanaan
program TPWP di KPP Pratama Malang Utara
ditujukan bagi kelompok WP yang terdaftar,
baik yang telah melaporkan atau belum
melaporkan SPT, serta kelompok Orang
Pribadi maupun Badan yang belum
mendaftarkan dirinya sebagai WP.
Permohonan penghapusan sanksi administrasi
yang terdapat di dalam program TPWP di KPP
Pratama Malang Utara meliputi sanksi
administrasi yang timbul akibat keterlambatan
penyampaian SPT Tahunan, keterlambatan
pembayaran kurang bayar atas SPT Masa dan
Tahunan serta pembayaran kurang bayar pada
SPT Tahunan dan SPT Masa. WP yang ingin
mengajukan permohonan diharuskan mengisi
form permohonan yang dilampiri dengan
beberapa persyaratan yang ada di dalamnya.
Berikut merupakan alur dalam pemanfaatan
penghapusan sanksi oleh WP.

Gambar 4.2
Alur Permohonan Penghapusan Sanksi

Berdasarkan data internal KPP Malang
Utara, tidak sedikit dari WP yang mengajukan
permohonan penghapusan sanksi selama
TPWP 2015 tersebut berlangsung. Berikut
merupakan data dari WP yang mengajukan
permohonan terkait dengan kebijakan yang
ada di dalam program TPWP 2015 di KPP
Pratama Malang Utara.

Tabel 4.1
Data Permohonan Wajib Pajak Selama TPWP 2015

Wajib Pajak Jumlah Permohonan
Orang Pribadi 800
Badan 921
Total 1721

Sumber: Seksi Pelavanan, KPF Pratama Malang Utara, 2016

Pemanfaatan Program TPWP 2015 di KPP
Pratama Malang Utara

Tidak sedikit dari Wajib Pajak yang
memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang ada
di dalam program Tahun Pembinaan dengan
mengajukan permohonan-permohonan guna
menghapuskan sanksi administrasi yang ada.
Permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak
tersebut tidak memiliki batasan nominal nilai
rupiah yang ingin diajukan untuk dihapuskan.
Sehingga  sebesar apapun  permohonan
penghapusan  sanksi  administrasi  yang
diajukan oleh WP, permohonan tersebut akan
tetap diterima. Berikut ini adalah data dari WP
di KPP Pratama Malang Utara dan data jumlah
nominal yang memanfaatkan kebijakan-
kebijakan yang terdapat di dalam TPWP 2015.
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Kontribusi Tahun Penerimaan Wajib Pajak
(TPWP) 2015 Terhadap Penerimaan Pajak
di KPP Pratama Malang Utara

Secara umum, pelaksanaan program
TPWP 2015 secara tidak langsung telah
berkontribusi terhadap penerimaan pajak.
Karena di dalam Tahun Pembinaan tersebut
Wajib Pajak diberikan binaan dan arahan
terkait dengan kewajiban perpajakan mereka,
sehingga secara tidak langsung tentunya hal
tersebut akan berdampak pada penerimaan
pajak. Karena, dengan adanya Tahun
Pembinaan, secara otomatis Wajib Pajak akan
menjadi semakin patuh, sehingga Wajib Pajak
lebih mengerti, lebih memahami dan lebih
sadar dengan apa yang seharusnya dilakukan
dan dampak apa yang mungkin terjadi
nantinya jika mereka tidak mematuhi
kewajiban perpajakan mereka. berdasarkan
pada data penerimaan pajak di KPP Pratama
Malang Utara, terdapat adanya peningkatan
jumlah penerimaan pajak yang terjadi selama
pelaksanaan program TPWP. Data tersebut
dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel
sebagai berikut.

Tabel 4.4
Targes dan Pensrumasn Pajok & KPP Pratasa Malsng Urara
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Problematika dan Kendala Selama

Pelaksanaan Program TPWP 2015 di KPP
Pratama Malang Utara

KPP Pratama Malang Utara melaksanakan
program TPWP 2015 dengan berdasarkan
pada PMK Nomor 29/PMK.03/2015, PMK
Nomor 91/PMK.03/2015 dan PMK Nomor
197/PMK.03/2015. Selain itu, ada pula
beberapa peraturan pendukung terkait dengan
TPWHP, seperti Surat Edaran Direktur Jendral
Pajak Nomor SE-53/PJ/2015 serta Intruksi
Direktur Jendral Pajak Nomor Ins-04/PJ/2015.
Meskipun telah berdasarkan dengan peraturan-
peraturan yang ada, namun di dalam
pelaksanaannya, Tahun Pembinaan tersebut
juga tidak terlepas dari problematika ataupun
kendala yang dirasa ada di dalamnya. Berikut
merupakan ringkasan kendala yang dapat
peneliti sajikan.

Gambar 4.3
Problematika & Kendala Selama TPWP
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Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak
Nomor KEP/11/PJ/2013 tentang Perubahan
Kesebelas atas Keputusan Direktorat Jendral
Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jendral Pajak
Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat
Jendral  Pajak, keputusan  Pasal 2
mengungkapkan bahwa wewenang DJP untuk
menerbitkan  keputusan atas  pengajuan
keberatan, permohonan pembetulan,
permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, permohonan pengurangan
atau pembatalan SKP yang tidak benar,
permohonan pengurangan atau pembatalan
STP vyang tidak benar, dan permohonan
pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan atau
verifikasi tanpa adanya penyampaian surat
pemberitahuan hasil pemeriksaan, dilimpahkan
kepada Kanwil DJP. Selain itu Ketentuan



Pasal 5 ayat (5) PMK 91/PMK.03/2015
mengungkapkan bahwa Surat keputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi atau Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak
paling lama 6 bulan sejak diterimanya
permohonan WP, dan Ketentuan Pasal 4 ayat
(8) PMK 197/PMK.03/2015 mengungkapkan
bahwa

apabila dalam jangka waktu 6 bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah
lewat tetapi DJP tidak menerbitkan surat
keputusan pengurangan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau
tidak mengembalikan permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
maka  permohonan  tersebut  dianggap
dikabulkan dan DJP harus menerbitkan surat
keputusan sesuai dengan permohonan yang
diajukan olen WP.

Kendala lain berasal dari pihak internal,
yaitu WP. Tidak sedikit dari WP yang
mengaku bahwa mereka tidak mengetahui dan
memahami betul apa itu yang dimaksudkan
dengan TPWP. Kebanyakan dari mereka
hanya sekedar mengetahui bahwa di tahun
2015 itu merupakan Tahun Pembinaan, tanpa
mengetahui secara menyeluruh bagaimana
sistematika dari kebijakan program tersebut.
Selama ini WP mengaku bahwa tindakan
sosialisasi terkait dengan kebijakan tersebut
tidak menyeluruh, sehingga mereka tidak
memahami  betul seperti apakah TPWP
sebenarnya.

KESIMPULAN

Program TPWP 2015 mendapatkan respon
yang baik dari WP. Hal tersebut terbukti dari
banyaknya jumlah permohonan yang diajukan
oleh WP untuk menghapuskan sanksi
administrasi. Peningkatan penerimaan pajak
terjadi di KPP Pratama Malang Utara selama
pelaksanaan program TPWP 2015.
Berdasarkan data yang diperoleh, persentase
peningkatan penerimaan pajak dari tahun
sebelum dan sesusah diadakannya Tahun
Pembinaan adalah 32%. Selain itu, selama

TPWP 2015, penerimaan pajak yang terjadi di
KPP Pratama Malang Utara mendekati angka
yang ditargetkan. Program TPWP tersebut
memberikan kontribusi secara tidak langsung
terhadap kepatuhan WP. Dengan adanya
program TPWP, WP menjadi semakin patuh
dan lebih sadar dengan kewajiban perpajakan
mereka. Karena di dalam Tahun Pembinaan
tersebut, mereka diberikan binaan dan juga
arahan terkait dengan kewajiban perpajakan
mereka. Sehingga pengetahuan  mereka
semakin bertambah. Probelmatika dan kendala
selama pelaksanaan TPWP di KPP Pratama
Malang Utara berasal dari pihak internal dan
eksternal.

SARAN
Merujuk dari hasil penelitian dan juga
kesimpulan mengenai implementasi

pelaksanaan program Tahun Pembinaan Wajib
Pajak 2015, maka terdapat beberapa saran
terkait yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

a) Diharapkan untuk kedepannya, pihak
DJP dapat memberikan program-
program intesifikasi lain  yang
berfungsi untuk membangun minat
dan kesadaran masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban
perpajakannya.

b) Diharapkan kebijakan-kebijakan
seperti yang terdapat di dalam
program TPWP 2015 dapat diadakan
kembali. Mengingat respon dari
masyarakat terkait dengan program
TPWP tersebut cukup baik.

c) Untuk kedepannya, diharapkan pihak
DJP dapat lebih memperhitungkan
kembali sumber daya yang dimiliki
dengan kebijakan yang dikeluarkan.
Sehingga tidak terdapat kendala
dengan keterbatasannya sumber daya
manusia.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Malang Utara
Diharapkan pihak KPP Pratama

Malang Utara dapat memberikan

sosialisasi lebih banyak lagi terkait



dengan program-program yang sedang
diberlakukan. Sehingga Wajib Pajak
mempunyai tambahan pengetahuan yang
lebih banyak lagi di dalam bidang
perpajakan dan semakin sadar dengan
kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat
lebih  memilih informan dengan lebih
spesifik lagi, yaitu dengan memilah
informan-informan yang memanfaatkan
kebijakan berdasarkan masing-masing
peraturan yang mendasari program TPWP
tersebut.
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